BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan dari

penulisan ini adalah sebagai berikut:

L.

Menurut UU No. 11 Tahun 1969, ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
meninggal dunia, maka uang pensiun janda/duda PNS hanya diberikan
kepada janda/duda, anak dan/ atau orang tua dari PNS tersebut. Dengan
urutan penerimaan uang pensiun tersebut secara bergantian, dimulai dari
janda/dudanya yang sah, kemudian anak yang sah, jika PNS tersebut tewas
dan tidak meninggalkan janda/duda atau anak, maka uvang pensiun tersebut
diberikan kepada orang tua.

Ketentuan penerima uang pensiun janda/duda PNS dalam UU No. 11 Tahun
1969 tidak sepenuhnya menerapkan hukum kewarisan Islam karena hanya
memberikan uang pensiun yang merupakan harta peninggalan seorang PNS
kepada golongan ahli waris yang sama sekali tidak bisa ter-Afjab hirman,
yaitu hanya janda/duda, anak dan orang tua. Akan tetapi yang menjadi
permasalahan disini adalah adanya ketentuan mengenai urutan penetimaan
uang pensiun PNS secara bergiliran, yang menyebabkan salah satu ahli waris

akan menerima seluruh uang pensiun dan menghalangi ahli waris lainnya
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untuk mendapatkan uang pesiun tersebut, yang mana seharusnya dalam
hukum kewarisan Islam diwarisi secara bersama-sama sesuai bagian masing-

masing, bukan dimiliki secara kolektif.

B. Saran
Atas dasar itulah, sekiranya penulis dapat memberikan saran:

1. Ketentuan ahli waris/ penerima uang pensiun Pegawai Negeri Sipil
dalam UU No. 11 Tahun 1969 yang menentukan adanya urutan ahli
waris, maka idealnya ahli waris dalam peraturan tersebut hanya diartikan
sebagai penerima awal uang pensiun yang kemudian bisa dibagi kepada
ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing.

2. Bagi pembuat dan pelaksana kebijakan harus selalu mengutamakan aspek
keadilan sebagaimana diatur oleh islam dalam proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penerapan UU No.

11 Tahun 1969.



